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Abstrak 

Hak asasi manusia telah memberikan dampak signifikan terhadap hukum internasional, 

dengan menggabungkan nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan nilai-nilai negara. 

Kelebihan negara dibandingkan dengan subyek hukum internasional lainnya adalah 

negara memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau sovereignity. Kedaulatan 

adalah prinsip yang memastikan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengatur 

urusan dalam wilayahnya tanpa campur tangan dari pihak luar. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis. Data yang telah dikumpulkan 

dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait erat dengan prinsip-prinsip intervensi 

yang tidak terlepas dari permasalahan hak asasi manusia. Beberapa isu kontemporer 

mengenai hak asasi manusia dan kedaulatan negara adalah Pengungsi dan Migrasi, 

Intervensi Militer, Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan hak asasi manusia, 

Pengawasan hak asasi manusia oleh Organisasi Internasional, Keamanan dan Anti-

Terorisme, Konflik Sumber Daya Alam, serta Penegakan hak asasi manusia di Kawasan 

Konflik. 

Kata Kunci: hak asasi manusia, kedaulatan negara 

Abstract 

Human rights have had a significant impact on international law, by combining shared human 

values with those of states. The advantage of the state compared to other subjects of international 

law is that the state has what is called sovereignty. Sovereignty is a principle that ensures that a 

country has the right to regulate affairs within its territory without interference from outside 

parties. The method used in this research is sociological law. The data that has been collected is 

analyzed with a qualitative descriptive approach. The research results show that the basic 

principles of sovereignty are closely related to the principles of intervention which cannot be 

separated from human rights issues. Some contemporary issues regarding human rights and state 

sovereignty are refugees and migration, military intervention, punishment of perpetrators of 

human rights crimes, monitoring of human rights by international organizations, security and 

anti-terrorism, natural resource conflicts, and enforcement of human rights. in Conflict Areas. 

Keywords: human rights, state sovereignty

PENDAHULUAN 

Negara adalah salah satu entitas hukum 

internasional yang memiliki hak dan ke-

wajiban yang diatur oleh hukum 

internasional (Octaviani & Febrian, 

2018). Sebagian besar hak dan kewajiban 

yang diatur oleh hukum internasional ini 
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merujuk pada hak dan kewajiban negara. 

Hak-hak negara yang berkaitan dengan 

posisi mereka dalam hubungan inter-

nasional sering mencakup hak atas ke-

merdekaan, prinsip kesetaraan, dan hak 

untuk mempertahankan diri. Sementara 

itu, kewajiban negara yang berkaitan 

dengan posisi mereka dalam hubungan 

internasional sering mencakup larangan 

perang, pelaksanaan perjanjian inter-

nasional dengan itikad baik, dan prinsip 

non-intervensi dalam urusan negara lain 

(Istanto, 1998) 

Kewajiban suatu negara untuk tidak 

campur tangan dalam urusan dalam 

negeri negara lain diatur dalam Pasal 2 

ayat (7) Piagam PBB. Pasal tersebut mela-

rang intervensi dalam masalah yang se-

harusnya menjadi urusan dalam negeri 

negara lain. Aturan ini diperkuat oleh 

Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1970 

tentang Prinsip-Prinsip Hukum Inter-

nasional yang Mendorong Hubungan 

yang Damai dan Kerjasama Antar 

Negara (Octaviani & Febrian, 2018). 

Meningkatnya legitimasi norma-norma 

hak asasi manusia selama tahun 1990an 

dan berakhirnya persaingan Perang 

Dingin telah menciptakan gagasan-ga-

gasan baru tentang penggunaan kekua-

tan yang sah. Intervensi kemanusiaan 

tidak diperbolehkan selama Perang Di-

ngin (Holzgrefe & Keohane, 2003; Welsh, 

2004; Donnelly, 2013; Walling, 2015). 

Meskipun terdapat motif atau dampak 

kemanusiaan yang positif, namun De-

wan Keamanan gagal menghentikan 

pembunuhan massal dan mengkritik 

negara-negara yang melakukan inter-

vensi militer untuk menghentikan per-

tumpahan darah di negara-negara te-

tangga misalnya tahun 1971 Intervensi 

India di Pakistan Timur, tahun 1979 

intervensi Tanzania di Uganda, dan ta-

hun 1979 intervensi Vietnam di Kamboja 

(Walling, 2015). 

Hak asasi manusia telah memberikan 

dampak signifikan terhadap hukum in-

ternasional, dengan menggabungkan 

nilai-nilai kemanusiaan bersama dengan 

nilai-nilai negara. Isi hukum internasio-

nal kini mencakup bidang-bidang yang 

semakin relevan. Meskipun perjanjian te-

tap menjadi metode utama, undang-

undang konstitusional non-konvensio-

nal telah dibuat, yang memerlukan per-

setujuan negara. Undang-undang inter-

nasional baru ini mengambil konten dari 

sumber-sumber konstitusional nasional, 

mendorong komitmen internasional ter-

hadap pemerintahan konstitusional dan 

supremasi hukum (Henkin, 1995).  

Supremasi merupakan terutama otoritas 

tertinggi sebagai akar dari kedaulatan 

(Laski, 2014; Donnelly, 2014; Perju, 2020). 

Hukum internasional mereplikasi pema-

haman supremasi bahwa “Kedaulatan 

adalah otoritas tertinggi” (Donnelly, 

2014; Puggioni, 2016). Kamus Bahasa 

Inggris Oxford mendefinisikan “kedau-

latan” sebagai “supremasi atau keung-

gulan dalam hal keunggulan atau ke-

manjuran” (Donnelly, 2014) dan “supre-

masi dalam hal kekuasaan, dominasi, 

atau pangkat, kekuasaan, wewenang, 

atau kekuasaan tertinggi” (Minnis, 2005; 

Cohan, 2006; Donnelly, 2014; Banerjee, 

2018) 

Penegakan hukum melalui ajudikasi, 

dan sanksi negara dilakukan ketika pe-

langgaran sudah cukup parah sehingga 

mengancam perdamaian dan keamanan 

internasional, mungkin akan ada sanksi 

internasional dan pengadilan internasio-

nal; bahkan intervensi militer kolektif di 

bawah otoritas PBB (atau regional) tidak 

dapat dikesampingkan (Henkin, 1995). 
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Kelebihan negara dibandingkan dengan 

subyek hukum internasional lainnya 

adalah negara memiliki apa yang disebut 

dengan kedaulatan atau sovereignity 

(Octaviani & Febrian, 2018). Kedaulatan 

tidak pernah menjadi hak umum yang 

mutlak. Pemahaman kedaulatan sebagai 

hak mutlak untuk melakukan apa pun 

yang diinginkannya, maka hukum inter-

nasional dan politik hak asasi manusia 

akan berkompromi, menantang, atau 

mengikis kedaulatan. Dengan demikian, 

secara implisit menolak rumusan umum 

mengenai hubungan antara hak asasi 

manusia dan kedaulatan (Donnelly, 

2014), yaitu bahwa norma-norma dan 

praktik hak asasi manusia internasional 

telah melemahkan (Merry, 2009), menye-

rang (Mills, 1998; Montgomery & Glazer, 

2002; Cardenas, 2017), menantang (Ace-

ves, 2001; Clark, 2010), mengikis (Viljoen, 

2012), melemahkan (Schwab & Pollis, 

2000; Pollis & Schwab, 2000), atau me-

langgar (Krasner, 1995) kedaulatan ne-

gara. 

Kedaulatan adalah prinsip yang memas-

tikan bahwa suatu negara memiliki hak 

untuk mengatur urusan dalam wilayah-

nya tanpa campur tangan dari pihak luar 

(Kritsiotis, 1997). Ini membuat negara 

menjadi entitas yang memiliki kekuasa-

an tertinggi dalam suatu wilayah terten-

tu (Lewis, 1998; Evans, 1998). Dalam kon-

teks ini, kedaulatan melibatkan peng-

gunaan kekuasaan tertinggi oleh negara 

dalam menetapkan dan melaksanakan 

hak, distribusi, dan kewajiban dalam 

wilayah tertentu, seperti yang diungkap-

kan oleh Thomas Frank (Ponzio, 1994). 

Selain itu, kedaulatan juga mencakup 

hak suatu negara untuk bertindak sesuai 

keinginannya di arena internasional dan 

kemampuan untuk menolak intervensi 

dari komunitas internasional, seperti 

yang dikemukakan oleh Rosalyn Hig-

gins (Ponzio, 1994). Secara esensial, 

kedaulatan memahami bahwa suatu 

negara memiliki wewenang penuh da-

lam mengontrol wilayah dan struktur 

internalnya serta menjaga urusan inter-

nasionalnya dari campur tangan pihak 

luar (Conlon, 2004). 

Perlindungan kedaulatan berkontribusi 

pada perlindungan hak asasi manusia 

dalam dua cara penting. Pertama, jika 

kedaulatan mencegah atau bahkan me-

ngurangi potensi konflik dan pelangga-

ran hak asasi manusia yang seringkali 

terjadi selama perang, maka itu secara 

efektif menjaga hak asasi manusia. 

Kedua, melalui perlindungan kedaula-

tan, hak masyarakat untuk menentukan 

nasib sendiri, yang juga merupakan hak 

asasi manusia, ditegakkan, dan ini 

menjadi alat untuk mewujudkan berba-

gai hak asasi manusia lainnya yang sa-

ngat penting (Araujo, 2000). 

Berbagai isu kontemporer yang terkait 

dengan konflik hak asasi manusia dan 

kedaulatan negara diantaranya adalah 

Pengungsi dan Migrasi, Intervensi Mili-

ter, Hukuman Terhadap Pelaku Kejaha-

tan hak asasi manusia, Pengawasan hak 

asasi manusia oleh Organisasi Inter-

nasional, Keamanan dan Anti-Terorisme, 

Konflik Sumber Daya Alam, dan Pene-

gakan hak asasi manusia di Kawasan 

Konflik.  

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian hukum sosiologis 

yang digunakan di dalam penelitian ini 

merupakan suatu pendekatan penelitian 

dalam ilmu hukum yang menekankan 

pemahaman terhadap hukum sebagai 

fenomena sosial yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan 
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ekonomi (Sulaiman, 2018; Djulaeka & 

Rahayu, 2020; Huda, 2021). Metode ini 

mencoba untuk memahami bagaimana 

hukum diterapkan dalam masyarakat, 

bagaimana masyarakat meresponsnya, 

dan bagaimana hukum mempengaruhi 

perilaku sosial.  

Selama proses penelitian, peneliti 

menggunakan pendekatan interdisipli-

ner dengan menggabungkan pengetahu-

an dalam bidang hukum, sosiologi, an-

tropologi, ekonomi, politik, dan disiplin 

ilmu sosial lainnya untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih holistik tentang 

fenomena hukum dalam masyarakat. 

Teknik pengumpulan data penelitian 

menggunakan studi dokumen yakni 

dengan mengumpulkan data dari doku-

men tertulis seperti laporan, catatan, su-

rat kabar, dan lainnya. Peneliti mengana-

lisis isi dokumen tersebut untuk menda-

patkan informasi yang relevan. 

Analisis data penelitian menggunakan 

deskriptif kualitatif sebagai suatu pende-

katan penelitian yang bertujuan untuk 

memahami dan menjelaskan fenomena 

atau peristiwa dengan cara mengumpul-

kan, menganalisis, dan menginterpretasi 

data non-angka atau data kualitatif 

(Sarosa, 2021; Adi, 2021). Analisis data 

ini digunakan peneliti untuk memahami 

konteks, makna, dan karakteristik suatu 

fenomena secara mendalam, tanpa me-

ngukur variabel-variabel tertentu de-

ngan angka atau statistik.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam perannya sebagai subjek hukum 

internasional, negara memiliki struktur 

pemerintahan yang unik yang membe-

dakannya dari negara-negara atau sub-

jek hukum internasional lainnya. Sistem 

pemerintahan ini memiliki struktur dan 

tujuan yang bertujuan untuk menjaga 

stabilitas negara tersebut (Octaviani & 

Febrian, 2018). 

Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait 

erat dengan prinsip-prinsip intervensi, 

dan campur tangan suatu negara dalam 

urusan negara lain bertentangan dengan 

prinsip kedaulatan yang merupakan 

otoritas tertinggi di dalam suatu negara. 

Salah satu kewajiban negara untuk tidak 

campur tangan dalam urusan dalam 

negeri negara lain diatur dalam Pasal 2 

ayat (7) Piagam PBB, yang melarang 

intervensi dalam urusan yang pada 

dasarnya berada di bawah yurisdiksi 

negara lain (Octaviani & Febrian, 2018). 

Prinsip ini juga diperkuat oleh Resolusi 

Majelis Umum PBB tahun 1970 tentang 

Prinsip-Prinsip Hukum Internasional 

yang Mendorong Hubungan yang 

Bersahabat dan Kerjasama antar Negara. 

Pengurangan sementara atas kedaulatan 

suatu negara adalah hasil dari pelang-

garan kewajiban negara dalam melin-

dungi hak asasi manusia. Oleh karena 

itu, aspek eksternal dari kedaulatan tidak 

lagi memiliki tingkat kekuasaan yang 

sama. Masyarakat internasional memi-

liki tanggung jawab sisa (residual respon-

sibility) untuk berkontribusi dalam 

upaya memulihkan pelanggaran hak 

asasi manusia yang terjadi di dalam 

suatu negara. Kewajiban masyarakat in-

ternasional ini adalah konsep baru dalam 

doktrin intervensi kemanusiaan yang 

sebelumnya sering dianggap sebagai 

hak. 

Hukum hak asasi manusia internasional 

didasarkan pada sejumlah instrumen 

hukum dan dokumen internasional yang 

menjadi dasar bagi perlindungan hak 

asasi manusia di tingkat global. Beberapa 

landasan hukum utama hak asasi manu-

sia internasional termasuk:  
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1. Pernyataan Universal Hak Asasi Ma-

nusia: Dokumen ini, yang terdiri dari 

Pernyataan Universal Hak Asasi Ma-

nusia (Universal Declaration of Human 

Rights) yang diadopsi oleh Majelis 

Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) pada tahun 1948, adalah salah 

satu landasan paling penting dalam 

hukum hak asasi manusia internasio-

nal. Ini menyatakan hak-hak dasar 

yang dimiliki setiap individu tanpa 

memandang ras, agama, gender, atau 

status sosial.  

2. Pakt Internasional tentang Hak Sipil 

dan Politik (ICCPR): Ini adalah salah 

satu dari dua perjanjian utama yang 

membentuk Bill of Rights Internasional, 

bersama dengan Pakt Internasional 

tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Bu-

daya (ICESCR). ICCPR menguraikan 

hak-hak sipil dan politik yang harus 

dihormati oleh negara-negara ang-

gota.  

3. Konvensi tentang Penghapusan Sega-

la Bentuk Diskriminasi Rasial (CE-

RD): Dokumen ini mengatur langkah-

langkah yang harus diambil untuk 

menghentikan dan mencegah diskri-

minasi rasial di seluruh dunia.  

4. Konvensi tentang Penghapusan Sega-

la Bentuk Diskriminasi terhadap Pe-

rempuan (CEDAW): Ini adalah instru-

men utama dalam melindungi hak-

hak perempuan dan memastikan ke-

setaraan gender.  

5. Konvensi terhadap Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Hukuman yang Ke-

jam, Tidak Manusiawi atau Meren-

dahkan Martabat Manusia (CAT): 

Konvensi ini melarang penyiksaan 

dan perlakuan kejam serta merendah-

kan martabat manusia, serta mengha-

ruskan negara-negara untuk mence-

gah dan menghukum pelaku penyik-

saan.  

6. Konvensi tentang Hak Anak-Anak 

(CRC): CRC menguraikan hak-hak 

khusus anak-anak dan mengharuskan 

perlindungan dan perawatan yang 

sesuai bagi mereka.  

7. Statuta Mahkamah Internasional (In-

ternational Court of Justice, ICJ): 

Mahkamah Internasional ini, yang 

merupakan bagian dari PBB, adalah 

pengadilan internasional yang mena-

ngani sengketa antarnegara. Ini juga 

memainkan peran dalam menafsirkan 

dan menerapkan hukum hak asasi 

manusia internasional.  

8. Statuta Pengadilan Pidana Internasio-

nal (International Criminal Court, ICC): 

ICC adalah pengadilan internasional 

yang memiliki yurisdiksi atas pelang-

garan hak asasi manusia berat, seperti 

kejahatan perang, kejahatan terhadap 

kemanusiaan, dan genosida. 

Landasan hukum tersebut di atas, ber-

sama dengan sejumlah perjanjian inter-

nasional dan konvensi lainnya, memben-

tuk kerangka kerja yang mengatur hak 

asasi manusia di tingkat internasional 

dan menekankan pentingnya menghor-

mati dan melindungi hak asasi manusia 

di seluruh dunia. Negara-negara anggota 

PBB diharapkan untuk mematuhi kewa-

jiban mereka sesuai dengan instrumen-

instrumen tersebut. 

Konsep kedaulatan negara adalah prin-

sip dasar dalam hukum internasional 

yang mengakui bahwa setiap negara 

memiliki otoritas tertinggi di dalam 

wilayahnya sendiri dan berhak menga-

tur urusan dalam negerinya tanpa cam-

pur tangan dari negara-negara asing. 

Landasan hukum untuk kedaulatan 

negara dalam konteks hukum interna-
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sional mencakup beberapa prinsip dan 

perjanjian penting:  

1. Prinsip Kedaulatan Negara: Prinsip 

ini merupakan landasan utama ke-

daulatan negara dalam hukum inter-

nasional. Ini mengakui bahwa setiap 

negara merdeka dan memiliki hak 

mutlak untuk mengatur urusannya 

sendiri tanpa campur tangan ekster-

nal yang tidak diundang.  

2. Pernyataan Universal Hak Asasi Ma-

nusia (Universal Declaration of Human 

Rights, UDHR): UDHR menyatakan 

hak asasi manusia sebagai prinsip 

universal yang harus dihormati oleh 

setiap negara. Namun, prinsip ini 

tidak mengubah hak negara untuk 

mengatur urusan dalam negerinya.  

3. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(United Nations Charter): Piagam ini 

adalah dokumen pendirian PBB dan 

mengatur hubungan antarnegara da-

lam hukum internasional. Salah satu 

prinsip utama yang tercantum di da-

lamnya adalah pengakuan terhadap 

kedaulatan negara dan non-intervensi 

dalam urusan dalam negeri negara-

negara anggota.  

4. Konvensi Montevideo tentang Hak 

dan Kewajiban Negara (Montevideo 

Convention on the Rights and Duties of 

States): Konvensi ini menyatakan bah-

wa sebuah entitas dapat dianggap se-

bagai negara berdaulat jika meme-

nuhi kriteria tertentu, seperti memi-

liki wilayah yang jelas, populasi, pe-

merintahan yang efektif, dan kemam-

puan untuk menjalin hubungan de-

ngan negara-negara lain.  

5. Doktrin Tidak Campur Tangan (Doc-

trine of Non-Interference): Prinsip ini 

menyatakan bahwa negara-negara 

tidak boleh campur tangan dalam 

urusan dalam negeri negara lain 

tanpa izin atau otorisasi yang sah. 

Meskipun prinsip kedaulatan negara 

adalah landasan hukum yang kuat 

dalam hukum internasional, ada bebe-

rapa pengecualian dan keterbatasan 

terhadapnya. Misalnya, dalam kasus pe-

langgaran hak asasi manusia yang serius, 

masyarakat internasional telah mengem-

bangkan konsep tanggung jawab untuk 

melindungi (Responsibility to Protect, 

R2P), yang mengakui bahwa negara-

negara memiliki tanggung jawab untuk 

melindungi warga mereka dari kejaha-

tan internasional dan pelanggaran berat 

terhadap HAM, bahkan jika itu melibat-

kan campur tangan internasional dalam 

kasus-kasus tertentu. Selain itu, perjan-

jian-perjanjian internasional seperti Kon-

vensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-

Bangsa (United Nations Convention on the 

Law of the Sea, UNCLOS) juga mengatur 

penggunaan sumber daya di wilayah 

laut yang dapat menghasilkan keterba-

tasan pada kedaulatan negara dalam 

konteks tertentu. 

Konflik hak asasi manusia dan kedau-

latan negara adalah isu yang kompleks 

dan sering kali muncul dalam konteks 

internasional. Beberapa isu kontemporer 

yang terkait dengan konflik ini diantara-

nya adalah:  

1. Pengungsi dan Migrasi; Konflik hak 

asasi mausia sering kali menjadi pe-

nyebab utama pengungsi dan migrasi 

massal. Negara-negara sering meng-

klaim kedaulatan mereka dalam me-

ngatur masalah imigrasi, sementara 

organisasi hak asasi manusia dan ma-

syarakat internasional sering mene-

kankan hak pengungsi untuk mela-

rikan diri dari konflik atau persekusi.  
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2. Intervensi Militer: Ketika negara-

negara atau organisasi internasional 

mencoba untuk melindungi hak asasi 

manusia di negara lain melalui inter-

vensi militer, ini sering memunculkan 

pertanyaan tentang pelanggaran ke-

daulatan negara. Konflik hak asasi 

manusia dan kedaulatan dapat mun-

cul dalam konteks respons interna-

sional terhadap konflik seperti di 

Suriah atau Darfur.  

3. Hukuman Terhadap Pelaku Kejaha-

tan hak asasi manusia: Ketika pelaku 

kejahatan hak asasi manusia diadili di 

tingkat internasional, negara-negara 

sering bertentangan dengan argumen 

bahwa hal itu melanggar kedaulatan 

mereka. Pengadilan Internasional se-

perti Mahkamah Pidana Internasional 

(ICC) sering dihadapkan pada isu ini.  

4. Pengawasan hak asasi manusia oleh 

Organisasi Internasional: Organisasi 

hak asasi manusia seperti Amnesty 

International atau Human Rights 

Watch seringkali mengkritik negara-

negara atas pelanggaran hak asasi 

manusia, yang bisa menjadi sumber 

ketegangan dalam hubungan diplo-

matik.  

5. Keamanan dan Anti-Terorisme: Ne-

gara-negara sering menggunakan ala-

san keamanan dan anti-terorisme un-

tuk merampas hak asasi manusia dan 

menerapkan tindakan yang melang-

gar hak asasi manusia. Hal ini menim-

bulkan pertanyaan tentang sejauh 

mana negara dapat mengorbankan 

hak asasi manusia demi menjaga ke-

daulatan dan keamanan mereka.  

6. Konflik Sumber Daya Alam: Persai-

ngan atas sumber daya alam, seperti 

minyak, gas, atau mineral berharga, 

sering kali melibatkan pelanggaran 

hak asasi manusia dan masalah ke-

daulatan negara. Isu ini muncul 

ketika pemerintah atau perusahaan 

multinasional mengeksploitasi sum-

ber daya alam di wilayah dengan po-

pulasi asli atau masyarakat lokal.  

7. Penegakan hak asasi manusia di Ka-

wasan Konflik: Di beberapa kawasan 

dengan konflik berlarut-larut, seperti 

Timur Tengah, masyarakat inter-

nasional menghadapi kesulitan dalam 

mendorong penegakan hak asasi 

manusia tanpa mengganggu kedaula-

tan negara atau memperburuk situasi 

konflik. 

Dari sekian banyak isu yang berkem-

bangan berkaitan dengan hak asasi 

manusia dan kedaulatan negara, salah 

satu isu yang penting untuk dibahas 

adalah isu mengenai keamanan dan anti-

terorisme serta penegakan hak asasi 

mansia kawasan konflik. 

Pertama, Keamanan dan anti-terorisme 

seringkali menjadi isu yang kompleks 

dan kontroversial dalam konteks hak 

asasi manusia dan kedaulatan negara 

karena terdapat potensi konflik antara 

upaya melindungi keamanan nasional 

dan hak asasi manusia yang mendasar. 

Berikut beberapa alasan mengapa isu ini 

dapat mempengaruhi hak asasi manusia 

dan kedaulatan negara: 

1. Pembatasan Hak Asasi Manusia: Upa-

ya pemerintah untuk mengatasi anca-

man terorisme dapat menghasilkan 

tindakan yang meresahkan hak asasi 

manusia. Tindakan-tindakan ini 

mungkin termasuk penahanan tanpa 

pengadilan yang adil, penyiksaan, 

surveilans yang melampaui batas, 

dan pelanggaran privasi. Pembata-

san-pembatasan ini dapat mengan-

cam prinsip-prinsip hak asasi manu-
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sia seperti kebebasan berbicara, kebe-

basan berserikat, dan hak atas privasi. 

2. Konflik Antara Keamanan dan Kebe-

basan: Terkadang, tindakan anti-

terorisme yang keras dapat menim-

bulkan dilema antara perlindungan 

terhadap potensi ancaman terorisme 

dan perlindungan hak asasi manusia. 

Pemerintah mungkin merasa perlu 

mengambil tindakan tegas untuk 

mencegah serangan, tetapi tindakan 

tersebut dapat berpotensi merampas 

kebebasan individu dan mengorban-

kan prinsip-prinsip hak asasi manu-

sia. 

3. Kedaulatan Negara: Upaya anti-tero-

risme seringkali melibatkan kerja sa-

ma antarnegara dalam pertukaran 

informasi, operasi bersama, dan pem-

bentukan hukum internasional. Na-

mun, ada juga argumen bahwa 

intervensi asing dalam urusan dalam 

negeri suatu negara untuk mengatasi 

terorisme dapat melanggar kedaula-

tan negara tersebut. Hal ini dapat 

menciptakan ketegangan antara 

upaya global untuk mengatasi teroris-

me dan prinsip-prinsip kedaulatan 

negara. 

4. Perlindungan Warga Negara: Di satu 

sisi, pemerintah memiliki tanggung 

jawab untuk melindungi warganya 

dari ancaman terorisme yang dapat 

mengancam nyawa dan keamanan. 

Namun, dalam upaya ini, mereka 

harus memastikan bahwa tindakan 

yang diambil masih mematuhi 

prinsip-prinsip hak asasi manusia. Ini 

dapat menjadi tantangan karena 

upaya memerangi terorisme sering-

kali membutuhkan tindakan cepat 

dan tegas. 

Untuk mencari keseimbangan yang tepat 

antara keamanan nasional dan perlin-

dungan hak asasi manusia dalam upaya 

anti-terorisme. Hal ini dapat dicapai 

melalui pembentukan hukum yang jelas, 

pengawasan yang ketat terhadap tinda-

kan pemerintah, dan kerja sama inter-

nasional yang mematuhi prinsip-prinsip 

hak asasi manusia. Penyelesaian konflik 

antara keamanan dan hak asasi manusia 

dapat membantu menciptakan lingku-

ngan yang lebih aman dan adil bagi 

semua warga negara. 

Kedua, Penegakan hak asasi manusia di 

kawasan konflik seringkali menjadi isu 

yang kompleks yang melibatkan pertim-

bangan hak asasi manusia dan kedau-

latan negara karena situasi konflik se-

ringkali memunculkan sejumlah tanta-

ngan dan dilema. Berikut beberapa ala-

san mengapa isu ini menjadi kontro-

versial: 

1. Penggunaan Kekuatan Militer: Dalam 

situasi konflik, pemerintah atau ke-

lompok bersenjata seringkali meng-

gunakan kekuatan militer untuk me-

ngatasi pemberontakan atau ancaman 

terhadap keamanan nasional. Tinda-

kan militer semacam ini dapat 

melibatkan pelanggaran hak asasi 

manusia seperti penggunaan kekera-

san yang berlebihan, penahanan tan-

pa pengadilan yang adil, dan pe-

nyiksaan. Pada saat yang sama, 

pemerintah berargumen bahwa mere-

ka harus menjaga kedaulatan negara 

dan keamanan warganya. 

2. Akses Terhadap Bantuan Kemanusia-

an: Dalam konflik bersenjata, sering-

kali terjadi pengekangan akses ter-

hadap bantuan kemanusiaan oleh 

pemerintah atau kelompok bersen-

jata. Hal ini dapat menghambat 

penyaluran bantuan yang sangat 
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dibutuhkan kepada warga sipil yang 

terkena dampak konflik. Keputusan 

ini dapat dikaitkan dengan pertimba-

ngan kedaulatan negara, tetapi juga 

dapat melibatkan pelanggaran hak 

asasi manusia, khususnya hak atas 

kebutuhan dasar seperti makanan, 

obat-obatan, dan perlindungan. 

3. Penyelidikan dan Pertanggungjawa-

ban: Dalam beberapa kasus, konflik 

bersenjata dapat menyebabkan pe-

langgaran hak asasi manusia yang 

serius, termasuk kejahatan perang 

dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Upaya penegakan hak asasi manusia, 

seperti penyelidikan dan pengadilan 

terhadap individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran ini, dapat 

melibatkan pertentangan antara upa-

ya internasional dan kedaulatan nega-

ra. Beberapa negara mungkin meno-

lak campur tangan asing dalam pro-

ses hukum mereka. 

4. Perlindungan Terhadap Warga Sipil: 

Salah satu tantangan besar dalam 

konflik adalah perlindungan warga 

sipil yang tidak terlibat dalam per-

tempuran. Pemerintah memiliki tang-

gung jawab untuk melindungi warga-

nya, tetapi terkadang mereka tidak 

mampu atau tidak mau melakukan-

nya. Ini dapat mengarah pada pe-

ngungsian paksa, penyanderaan, dan 

kekerasan terhadap warga sipil, yang 

semuanya merupakan pelanggaran 

hak asasi manusia. 

Penegakan hak asasi manusia di kawa-

san konflik memerlukan pendekatan 

yang seimbang antara perlindungan hak 

asasi manusia dan memahami penting-

nya kedaulatan negara. Upaya inter-

nasional, seperti mediasi konflik dan 

penugasan pasukan perdamaian, sering-

kali bertujuan untuk mencari solusi yang 

dapat menghormati hak asasi manusia 

sambil mengakui kedaulatan negara. Ini 

adalah upaya yang rumit dan memer-

lukan kerja sama antara berbagai aktor, 

termasuk pemerintah, organisasi non-

pemerintah, dan lembaga internasional.  

KESIMPULAN 

Meningkatnya legitimasi norma-norma 

hak asasi manusia selama tahun 1990an 

dan berakhirnya persaingan Perang Di-

ngin telah menciptakan gagasan-gaga-

san baru tentang penggunaan kekuatan 

yang sah. Intervensi kemanusiaan tidak 

diperbolehkan selama Perang Dingin. 

Prinsip-prinsip dasar kedaulatan terkait 

erat dengan prinsip-prinsip intervensi 

yang tidak terlepas dari permasalahan 

hak asasi manusia. Beberapa isu kontem-

porer mengenai hak asasi manusia dan 

kedaulatan negara adalah Pengungsi 

dan Migrasi, Intervensi Militer, Huku-

man Terhadap Pelaku Kejahatan hak 

asasi manusia, Pengawasan hak asasi 

manusia oleh Organisasi Internasional, 

Keamanan dan Anti-Terorisme, Konflik 

Sumber Daya Alam, serta Penegakan hak 

asasi manusia di Kawasan Konflik. 

Untuk mencari keseimbangan yang tepat 

antara keamanan nasional dan perlindu-

ngan hak asasi manusia dalam upaya 

anti-terorisme. Hal ini dapat dicapai 

melalui pembentukan hukum yang jelas, 

pengawasan yang ketat terhadap tinda-

kan pemerintah, dan kerja sama inter-

nasional yang mematuhi prinsip-prinsip 

hak asasi manusia. Penegakan hak asasi 

manusia di kawasan konflik memerlu-

kan pendekatan yang seimbang antara 

perlindungan hak asasi manusia dan me-

mahami pentingnya kedaulatan negara. 

Upaya internasional, seperti mediasi 

konflik dan penugasan pasukan perda-

maian, seringkali bertujuan untuk men-
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cari solusi yang dapat menghormati hak 

asasi manusia sambil mengakui kedaula-

tan negara.  
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